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BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Mengenai Perwakafan
Pengertian Wakaf

a. Pengertian Wakaf Menurut Bahasa

Menurut bahasa Wakaf artinya ialah menatBecara etimologis
kata"wakaf” berasal dari bahasa Arab yang befalthabsu”,yang berasal
dari kata kerjadhabasa-yahbisu-habsamenjauhkan orang dari sesuatu atau
memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjaalbbasa” yang
berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaidgi berasal dari kata
kerja wagafa (fiil madi) yaqifu (fil mudari’) wagh (isim masdar) yang
berarti berdiri atau berherfti.

Pengertian yang sama juga diungkapkan oleh al-8&8gbiq sebagai
berikut:

Lo oy s gl 8 g iy (o g JUay | (aanl) ; 45] i )

Wakaf secara etimologi berarti menahan (habs) alkleat wagafa,
yagifu wagfanartinya habasa, yahbisu, habsdnDefinisi wakaf secara
etimologis atau lughat dengan substansi “menahdginiya menahan harta
dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah, ataujada yang memahami
dengan substansi “menghentikan” yakni menghentik@@ngambilan

keuntungan oleki wakif dan diberikan untuk jalan kebaikan sesuai tujuan

1997,

! Imron Abu Amar Fathul Qarib Terjemah Kudus: 1982. jilid 1. h.311

2 Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesidakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
h. 23.

% Al-Sayyid SabigFikih al-SunnahBairut: Dar Al-Fikr, 1998, cet. 2, Jilid Ill, h6B
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wakaf. Di samping itu, kata menghentikan dapat plifzahami dengan
menghentikan segala aktifitas tindakan hukum yaragdap mulanya
diperbolehkan terhadap harta benda wakaf tersebperts menjual,
mewariskan, menghibahkan, namun setelah dijadilaa hwakaf maka
segala bentuk tindakan hukum tersebut terhenti slanakif dan hanya
ditunjukkan untuk kepentingan agama semata.

. Pengertian Wakaf Menurut Istilah

Sedangkan wakaf secara istilah syarak adalah menadda yang
mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan ateerusakkan
bendanya dan digunakan untuk kebaifan.

Adapun pengertian istilah, Ulama berbeda pendagkaind memberi
rumusan. Wakaf adalah menahan harta dan memben&afaatnya di jalan
Allah. Adapun dalam fikih Umar Ibn al-Khattab metytkan, wakaf
adalah menahan asal harta dan menjalankan hadil ly@m Sedangkan
Imam Tagiyuddin Abi Bakar lebih menekankan tujuamnyaitu menahan
atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaagnna kepentingan
kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, Akikay al-Qazwiny
mendefinskan, hakikat wakaf adalah menahan sesimda dan
menjalankan manfaatnya, dengan menggunakan kata” nagwakafkan
“atau “ aku menahan atau kata yang sama. Berbagausan tentang

definisi yang kita temukan dalam beberapa literkgur seperti dikutip oleh

* Adijani Al-Alabij op. cit.
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Abdurrahman,S.H.dari definisi Abu Hanifah, Abu Y@isdan Imam
Muhammad Maula Muhammad Ali serta Naziruddin Raamma
Sedangkan menurut jumhur Ulama yang dimaksud demngaaf
ialah memisahkan harta dari kepemilikan seseorangah menyedekahkan
manfaatnya serta memindahkan kepemilikannya kephaa SAW°
Adapun pengertian wakaf menurut apa yang dirumusledeim pasal
1 ayat (1) PP No.28 Tahun 1977 tentang perwakafaaht milik adalah:
Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yangahkan sebagian
dari harta kekayaannya untuk selama-lamanya unt@perkingan
peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuabdesjgran Islam.
Menurut Pasal 215, ayat 1, KHI, dimaksudkan dengakaf ialah
perbuatan hukum seseoarng atau kelompok orangbatdan hukum yang
memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melgakaamnya untuk
selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepetdmum lainnya
sesuai dengan ajaran Isl&m.
Dari beberapa pengertian wakaf di atas, dapatkitaengenai wakaf,
diantaranya:
a. Harta benda milik seorang atau kelompok orang.
b. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidddishapabila dipakai.

c. Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemyikn

> Ahmad Rofiq,Hukum Islam di Indonesjalakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h.
491.

® Saad Abdul Wahid, Tafsir Al-HidayahYogyakarta: PT.Surya Sarana Utama
Grafika,2005, h.73.

" Adijani Al-Alabij, op. cit.,h. 24.

8 Kompilasi Hukum Isalmyogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006, h. 95.

° Ahmad Rofig loc.cit.
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d. Harta yang dilepas kepemilikannya tersebut, tidasa bdihibahkan,
diwariskan, atau diperjual belikan.
e. Manfaat dari harta tersebut untuk kepentingan ums@suai dengan

ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf secara teks, tidak terdapat dalam Al-Qur'an al Hadits, namun
kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukwam Igésebut, di dalam
Al-Qur'an sering di ungkapkan konsep wakaf yang yatskaan tentang
derma hartaiffak) demi kepentingan umum, sedangkan dalam hadmng sri
kita temui ungkapan tanah (habs) Semua ungkapam a@a di Al-Qur'an dan
al Hadits senada dengan arti wakaf yaitu penahhaga yang dapat diambil
manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk menkiepdiaan Allah swif.
Imam Syafii, Imam Malik dan Imam Ahmad, berpendapakaf itu adalah
suatu ibadat yang disyariatkan. Sehingga dapat ditgoulkan baik dari
pengertian secara umum ayat Al-Quran maupun haditgy secara khusus
wakaf di masa Rasulullah. Dasar hukum wakaf dalgamea Islam atau dalil-
dalil yang di jadikan sandaran diantaranya ad&lah:
1. Al-Qur'an

a. Al-Qur’an surah al-hajj ayat 77

9 Departemen Agama RPedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakas1
1 Adijani Al-Alabij, op. cit.,h. 24-25.
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Artinya: hai orang-orang yang beriman rukuk’ lah kamu, sigidkamu
sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supayauk
mendapat kemenangah

b. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 92
S R TRI R s R R TR R o
OB ol o 15200 Loy T Lo 158025 (o Sl 155 )
ale 4
Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian ¢yan
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian hang

kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, amak
sesungguhnya Allah mengetahuitiya

Allah telah mensyari’atkan melalui Rasulullah SAVEnddisampaikan
melalui Umar ibn al-Khattab, kemudian pada saalalitutercatat sebagai
tindakan wakaf dalam sejarah Isl&m.

Dalam Al-Qur’an perintah wakaf tidak dijelaskan aeceksplisit, karena
wakaf adalah salah suatu bentuk kebijakan melaniahbenda, maka para
ulama memahami bahwa ayat-ayat Al-Quran memerkatah berbuat
kebajikan dengan pemanfaatan harta benda, tercdkugalam pengertian

wakaf®®

12 Departemen Agama RAl-Qur'an dan Terjemahanny&emarang: CV. Toha Putra,
1989 h. 523

Ipid, h. 91

* Ahmad Rofig,op. cit.,h. 483.

1> Sa’ad Abdul Wahidgp. cit.,h. 76.
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2. Al-Hadist

a. Hadist Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Mumslidari Abu
Hurairah
Jfaxl o ol G L84 e S (B iAo e

o~ - n W * 0 % },’ - TS LA PR
LT ~ g_j) ) C /Ayl }A ‘AC C LG i! ej\ (..J‘ .i\ g_)t A\Jl

N\

Artinya: Dari Abu Hurairah ra.berkata sesungguhnya Nabi VBA
Bersabda: “Apabila manusia meninggal maka terpubsl
amalnya kecuali tiga hal; sedekah jariah,limu yéreymanfaat,
dan anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya”

b. Hadist Ibn Umar riwayat al-Bukhari dan Muslim

5l Al A Ay Glial jae G Qe o) ok
ul) (A Hnaalia )l Qlal jae G dLae (ol (e

e oaie el LEY Gaad Anndiia i Eaial ) d3h0 06

Céw) . a:;/él_/@_.q [’;é&) . a:'g‘}\:@j_:ai &y :n:ﬁ; & 1% {L :J! ad ¢ ‘/\—J gs’j)ii—”ué
LS e R iy (338 15 b Y VLGl
iy paally JSG EIGS Ge pUAY cailally Jold) (il A Jike (35

(rloses ol 5) d%ata D aaday

Artinya: Dari Ibn Umar ra.berkata bawasanya Umar telah rdapatbagian
sebidan sebidang tanah di khaibar, kemudian itang kepada
Nabi SAW. Untuk meminta intruksi sebubungan taeedebut. la
berkata: "YaRasulullah, aku telah memperoleh sehaganah di
khibar, yang aku tidak menyenanginya seperi padaapa yang
engkau perintahkan kepadaku dengannya”? Beliau dtark'Jika
kamu mengingnkan, tanah aslinya dan sadagahkarnnyasiMaka
baersadagahkan  ‘Umar, tanah tersebut tidak bisa

16 Al-Syaukani, Nail al- Autar, Juz 6, Mesir: Mustd3aby al-Halaby, 1966, h. 24
" Muhammad Ibn Ismail Ash-Shan’ anyubulu-s Salamluz 3, Beirut: Daar al- kutub,
h. 1988.



23

dijual,dihibahkan dan diwariskan. la mensadagahkanikepada
orang-orang kafir, budak-budak, pejuang dijalanahl) Ibn Sabil,
dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelalany
memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yaaguf dan
memakannya tanpa maksud memperkaya diri

Hadis ini diamalkan oleh ahli ilmu dari para sahadkabi SAW dan
orang-orang selain mereka apa yang dilakukan ueraellut merupakan

peristiwa perwakafan pertama dalam riwayat 1$fam

Di Indonesia sampai sekarang berbagai perangkattysan yang
masih berlaku dan mengatur masalah perwakafan tamék. Seperti
dimuat dalam buku himpunan peraturan perundangagdaerwakafan
tanah diterbitkan oleh Departemen Agama RI, makpaddalilakukan

inventarisasi sebagai berikiit

1. UU No. 5 tahun 1960 tanggal 24 September 196Gamgnperaturan
Dasar Pokok Agraria. Pasal 49 ayat (1) memberiragydahwa *
Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengaeraturan

pemerintah”.

2. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tanggal 28tM&61 tentang
Pendaftaran Tanah. Karena peraturan ini berlakunymmaka terkena

juga didalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.

3. Peraturan Pemerintah N0.38 Tahun 1963 tanggal &ab1863 tentang

Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempungki NMilik

' Muhammad Ibn Ismail Ash-Shan’ anigp.cit., hl. 167.
1% Departemen Agamalimpunan peraturan perundang-undang perwakafan hamalik,
Jakarta. Bag. Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf->ti
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Atas Tanah. Dikeluarkan ini karena sebagai realisasi apa yang

dimaksud oleh pasal 21 ayat (2) UUPA.

. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tanggal 471877 tentang

perwakafan tanah milik.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977gdah 28
November 1977 tentang tata pendaftaran tanah mangemwakafan

tanah milik.

. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentangatymn
pelaksanaan peraturan pemerintah No. 28 Tahun tE9f&8ng peraturan
pelaksanaan peraturan pemerintah No. 28. Tahunta@ggal 10 Januari

1978 tentang perwakafan tanah milik.

. Perturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1978dhr8 Agustus
1978 tentang penambahan ketentuan mengenai biayeksfan tanah
untuk Badan-badan Hukum pada Peraturan MenterinDalageri No. 2

tahun 1978.

. Intruksi bersama Menteri Agama dan Menteri DalangéieNo.1 tahun
1978 tanggal 23 Januari 1978 tentang pelaksanaatupsn pemerintah

No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.

. Intruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1979 tentangupgtk pelaksanaan
keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tentasmd@legasian

wewenang kepada Kanwil Depag Provinsi / setingkatikumengangkat
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dan memberhentikan setiap kepala Kantor Urusan AgEecamatan

sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Intruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1987 tentang lbnmgan dan
pembinaan kepada badan hukum keagamaan sebagai aaadzadan

hukum keagamaan yang memiliki tanah.

Intruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1989 tentang lpeatan akta ikrar

wakaf dan persetifikatan tanah wakaf.

Intruksi Menteri Agama dan kepala Badan Pertandasional No. 4

tahun 1990 tentang sertifikat tanah wakaf.

Keputusan Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. 15 tal980 tentang
penyempurnaan formulir dan pedoman pelaksanaan uforndan
pedoman pelaksanaan peraturan-peraturan tentarwakadan tanah

milik.

Surat Edaran  Dirjen Bimas dan Urusan Haji No.
D.11/5/HK/007/901/1989 tentang petunjuk perubah#atus / tukar

menukar tanah wakaf.

Surat Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 630.2782 tentang

pelaksanaan persetifikatan tanah wakaf.

Dasar hukum seperti yang tercantum di atas sefgmadak secara

khusus menyebutkan istilah wakaf. Tetapi para ulamenjadikannya
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sebagai sandaran dari perwakafan berdasarkan peraahserta adanya
isyarat tentang hal tersebut. Hanya hadist tentamgr r.a. yang secara
lebih khusus menceritakan mengenai wakaf, walaupesiaksi yang
digunakan adalah "tashaddaga” atau menyedekahkarnyapg dilakukan
oleh Umar tersebut merupakan peristiva perwakatang ypertama dalam

riwayat Islam?®

3. Unsur dan Syarat Wakaf
Dalam fikih islam di kenal ada empat rukun atauuangakaf yang harus
dai penuhi yaitu: pihak yang mewakafkan, harta ydngvakafkan, tujuan
wakaf, ucapan atau pernyataan-pernyataan wakagfefsrima wakaf"
Adapun syarat-syarat wakaf yang bersifat umum adadabagai

berikut?

1. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu. selsabyatan wakaf berlaku
untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu makabd@ seorang
mewakafkan kebun untuk jangka 10 tahun misalny&kanveakaf tersebut

dipandang batal.

2. Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sagidanah untuk mas;jid,
musholla, pesantren, perkebunan, makam, dan yanmgé Namun apabila
seseorang mewakafkan suatu benda kepada Nadzi tergeyebut

tujuannya, dipandang sah, sebab penggunaan benda-beakaf tersebut

2 Adijani Al-Alabij, op. cit.,h. 26
2 Ahmad Rofig,0p. cit.,h. 493
22 Hendi Suhendi.HFigih Muamalah Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2002. h. 282-24
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menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta- wakaf

tersebut.

3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakéh yang
mewakafkan, tanpa digantungkan kepada terjadinyaase peristiwa yang
akan terjadi dimasa yang akan datang, sebab peamyatakaf berakibat
lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan seketikda bwakaf
digantungkan dengan kematian yang mewakafkan inialen dengan
wasiat dandan tidak bertalian dengan wakaf, makkakaya ketentuan-

ketentuan yang bertalian dengan wasiat.

4. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakampataadanya hak
khiyar ( membatalkan atau melangsungkan wakaf yalap dinyatakan )

sebagai pernyataan, wakaf berlaku seketika dark sefamanya.

Dalam wakaf ada beberapa unsur (rukun) yang hapenwchi berikut
syaratny&>
1. Adanya Pihak yang mewakafkan atau diséakif (<! 5)

Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dalarmkete pasal 3
ayat (1) dinyatakan, bahwa yang dapat menjadi wad#lah orang yang
memberikan harta miliknya untuk wakaf perbuatan wakaf pada
hakikatnya adalah tindakatabarru’ (mendermakan harta benda), oleh

sebab itu ada beberapa syarat bagi seorang waiihdaelakukan tindakan

»Ahmad Rofig,loc. cit.,
24 Rachmadi UsmamHukum Perwakafan di Indonesizakarta: Sinar Grafika,2009 .h. 80
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tabarrd®. Artinya, telah dewasa, sehat akalnya, tidak tartgaoleh hukum

untuk melakukan hukum, atas kehendak sendiri, t@@gaan dari orang

lain, memperhatikan peraturan perundang-undaffgyan.

Pasal 215 ayat (4) KHI dan pasal 1 (2) PP disebutivakaf adalah
orang atau orang-orang ataupun badan hukum yangakaéxan benda
miliknya”. Syarat-syaratnya dikemukakan dalam pada’®’

a. Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau oramgoyang telah
dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukak tédhalang untuk
melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendliat daewakafkan
benda miliknya.dengan memperhatikan peraturan gangiundangan
yang berlaku.

b. Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindakkudan atas
namanya adalah pengurus yang sah menurut hukum3(@3P No.
28/1977).

Adapun dalam hal kaitan ini, orang nonmuslim punpada
melakukan wakaf karena tidak ada ketentuan yangghsnoskan
seorang wakif harus seorang muslim. Sepanjang lakoieannya seauai
dengan ketentuan ajaran islam dan perundang-undaagg berlakif.

Sifat wakaf adalah melepaskan hak milik tanpa maregh
imbalan, dalam pelaksanaanny tidak perlukan ad&apal dari orang

yang menerima. Namun ketentuan ini perlu dipahamhwa dalam

% Rachmadi Usmarop. cit.

% Ahmad Rofiq,0p. cit.,h. 494
7 |bid.

%8 |bid.
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pelaksanaannyan hendaknya diikuti dengan buktitbtgétulis, agar
tindakan hukum wakaf tersebut mempunyai kekuatdtuinusekaligus
menciptakan tertib administrai
2. AdanyaMaukuf( <85« ) atau benda yang diwakafkan
Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yangshdipenuhi
adalah sebagi berikijt

a. Harta wakaf diisyaratkan harta yang mempunyai niiain dapat
dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekaliapaKal ini karena
watak wakaf yang lebih mementingkan manfaat beadzbut.

b. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau babakum (al-
masya’)

c. Hak milik wakif yang jelas batas-batas kepemilikganselain itu benda
wakaf merupakan benda milik yang bebas segala geanbe ikatan,
sitaan dan sengketa.

d. Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipndahkan kepigamnya.

e. Benda wakaf dapat di alihkan hanya jika jelas-jellatik maslahat yang
lebih besar.

f. Benda wakaf tidakdapat diperjualbelikan, di hibkamhktau diwariskan.

Syarat-syarat benda wakaf menurut kompilasi hanesupakan
benda milik yang bebas segala pembebanan, ikataansdan sengketa
pasal 217 ayat (3).Dalam pasal 215 ayat (4) dikexkak “benda wakaf

adalah segala benda baik bergerak atau tidak laérgang memiliki daya

29 | bid
%0 |pid, h. 495
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tahan yang tidak haya sekali pakai dan bernilai umenajaran islart.
Dismping itu, syarat lainnya benda yang diwakafkanus jelas wujudnya
dan pasti batas-batasnya, syarat ini dimaksudkantukumenghindari
perselisihan dan permasalahan yang mungkin tegadiemudian hari
setelah harta tersebut diwakafan

Sedangkan orang yang menerima wakafakuf alaifd berlaku
beberapa ketentuan, yaitu: Orang yang ahli memitkperti syarat bagi
orang yang berwakafv@kif). Artinya ia berakal (tidak gila), baligh, tidak
mubazir (boros). Hendaklah diterangkan dengan jeégmda siapa suatu
benda diwakafkan. Orang tersbut harus ada padauwakiadi wakaf.
Karena itu tidak sah mewakafkan suatu benda umntak gang belum lahir.
Dan tidak sah kalau seoramgarkata misalnya: “Saya wakafkan rumah
ini”, karena tidak terang kepada siapa diwakafkannyedangkan Imam

Malik berpendapat sah safa.
. AdanyaMaukuf ‘alaih ( 4de <2 88 s« ) atau tujun wakaf

Seorang wakif seharunya menentukan tujuan untukakafikan harta
benda miliknya. Apakah hartanya wakafkan itu untmkenolong
keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, ibn salian lain-lain, atau
diwakafkanya untuk kepentingan umum. Yang utamadahdavakaf itu
diperuntukkan pada kepentingan umum. Yang jelasrasydari tujuan

wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhaanhAdlan mendekatkan

! bid.,
%2 Rachmadi Usmamp. cit, h. 61
% Adijani Al-Alabij, op. cit,h. 31
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diri kepada-Nya. Kegunaannya bisa untuk saranaalbasurni seperti
masjid, mushalla, pesantren dan juga berbentulalsksagamaan lainnya,
yang lebih besar manfaatri{a

Oleh sebab itu, tujuan wakaf tidak bisa digunakatuki kepantingan
maksiat atau membantu, mendukung, atau yang dinmkak
diperuntukkan untuk tujuan maksiat. Dalam Ensiktbpdéigih Umar
disebutkan, menyerahkan kepada seorang yang tielak jdentitasnya
adalah tidak sah. Sehubungan dengan itu bolehssmeng wakif tidak
secara terang-terangan menegaskan tujuan wakafpghjla wakafnya itu
disearahkan kepada suatu badan hukum yang jelabnyasauntuk
kepentingan umuri

Ini ditegaskan dalam firman Allah QS. Al-Maidah: 2,

oo Fge © ooz i oo oa s o /,& BT P R R
AT 5a515 ol wSY1 Je 15555 N (o5aills i e 155053

s 20 g
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Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakanaiein dan
takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dolsen
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sgguhnya
Allah amat berat siksaan-Nya

Untuk lebih kongkretnya, tujuan wakaf adalah sebbgakut?’
a. Untuk mencari keridhaan Allah. Termasuk didalamsggala macam

usaha untuk menegakkan agama islam, seperti mieandiempat ibadah

3 Ahmad Rofiq,0p. cit.,h. 495

% Ibid. h. 496

% Departemen Agama RAI-Qur'an dan Terjemahanny&emarang, CV. Toha Putra,
1989h.106.

" Ibid.
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kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan islaran gebagainya.
Karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hatanyntuk
kepentingan maksiat, atau keperluan yang berteatadgngan agama
islam, seperti untuk mendirikan rumah ibadah agknma Demikian juga
wakaf tidak boleh dikelola dalam usaha yang beategdn dengan agama
islam, seperti untuk industri minuman keras, teralii dan sebagainya.
b. Untuk kepentingan msyarakat, seperti membantu fakekin, orang-
orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah, aaramak yatim dan
sebaginya.
Untuk meng hindari penyalagunaan wakaf, maka wag#rlu
menegaskan tujuan wakafnya, Apakah harta yang difikal itu unuk
menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluangaf ahly) atau
khairy yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikancari keridhoan
Allah dan untuk mendekatkan dirikepadanya. Dan kegn wakaf bisa
untuk sarana ibadah murni, bisa juga untuk sarasalskeagamaan

lainnya yang lebih besar manfaatri§a.

4. Sigat ( 4= ) atau ikrar/pernyataan wakaf
Lafaz atau sigat ialah pernyataan penyerahan wikatangan wakif
kepada orang ataBimaukufalaihi{tempat berwakatj yang dilahirkan Ikrar
atau pernyataan wakaf untuk mewakafkan tanah bandaya (ps. 215 (3)

KHI jo. Ps. 1 (3) PP. No. 28/ 1977).

% Ahmad Rofig,Figh Kontekstual Dari Normatif Kepemaknaan Sqsvalgyakarta: Pusat
Pelajar, 2004, h. 323.

¥ Rachmadi UsmarHukum Perwakafan di Indonesidakarta: Sinar Grafika,2009 .h. 67
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Dalam pasal 218 Kompilasi Hukum Islam Pernyataakafvdarus
dinyatakan dengan tegas oleh wakif kepada nadzihadiapan Pejabat
Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW) baik secara tulisanaupun secara
lisan, menggunakan “aku mewakafkan” atau “aku manahkalimat
semakna lainnya. Dengan pernyataan wakif itu, ntalgurlah hak wakif.
Selanjutnya, benda itu menjadi milik mutlak Allating dimanfaatkan untuk
kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Oleknaitu, benda yang
telah di ikrarkan wakafnya, tidak bisa di hibahka, perjual belikan,
maupun diwariskafi.

Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifatiatelif (sepihak),
untuk itu tidak diperlukan adanya kabul (penerimadari orang yang
menikmati manfaat wakaf tersebut. Namun demiki@midtertib hukum,
dan administrasi, guna menghindari penyalah gunbanda wakaf
pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangag secra
organik mengatur perwakafén

Dalam pasal 5 PP Nomor 28 Tahun 1977 jo. Pasalk@ih&ilasi di
nyatakan:

a. Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarlereridaknya
secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapabaPd¢jembuat Akta

lkrar*?> Wakaf (PPAIW) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayaydfg

* Rachmadi Usmargp.cit, h. 70.

* Ahmad Rofig,Hukum Islam di Indonesjalakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h.
497-498.

* Ibid.
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kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta lkrar \lWallangan
disaksikan sekuran-kurangnya 2 orang saksi.

b. Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari keterduaraksud dalam
ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih damelndapat persetujuan
menteri Agama

5. Penerima WakafNadzir ( <) kUL ) atau pengelola wakaf

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fikih tidak mertaankanNadzir
wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapaedgerti, karena wakaf
adalah ibadalabarru, namun demikian memperhatikan tujuan wakaf yang
ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, malteatlirarNadzir sangat
diperlukarf®.

Dalam praktek sahabat Umar ibn al-Khattab kala nkefkan
tanahnya, beliau sendirilah yang bertindak sebldgdrir semasa hidupnya.
Sepeninggalannya, pengelolaan wakaf diserahkandkepatrinya Hafsah.
Setelah itu ditangani oleh Abdullah ibn Umar, kemndkeluarga umar
yang lain dan seterusnya berdasar wasiat ¢fmimi membuktikan bahwa
Nadzirsangat diperlukan bagi berhasilnya tujuan wakaf.

Untuk menjadi seorang Nadzir, harus dipenuhi sysyatat sebagai
berikuf®:

a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukwiallaf

sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.

3 |bid.

“ Muhammad Rawas Qal’ah Jayausu’ah Figh ‘Umar Ibn al KhattatBeirut: Dar al-
Nafais, 1989, h. 878

*Ibid.
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b. Memiliki kreativias. Ini didasarkan kepada tindakdsmar ketika
menunjuk Hafsah menjadi nadzir harta wakafnya. kaiena Hafsah
dianggap mempunyai kreativitas tersebut.

Adapun syarat-syarat Nadzir menurut pasal 219 Ktasipadalaf’:

a. Nadzir sebagai mana yang dimaksud dalam pasalyzit94) terdiri dari

perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sdisdaut:

1) Warga negara indonesia,

2) Beragama islam;

3) Sudah dewasa;

4) Sehat jasmani dan rohani;

5) tidak berada di bawah pengampuan;

6) bertempat tinggal di kecamatan tempat letak bendmngy
diwakafkannya.

b. Jika berbentuk badan hukum,maka Nadzir harus mememusyaratan
sebagai berikut’

1) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di indanesi
2) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak herydng
diwakafkannya.

c. Nadzir dimaksud dalam pasal (1) dan (2) harus thdgjada Kantor
Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendeaagr dari Camat

dan Majlis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan penges®

*® Kompilasi Hukum IsalmYogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006, h. 98.
47 .

Ibid, h. 99.
* Ibid,
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d. Nadzir sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkampah
dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ksiiem
sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi degan igpahreebagai berikut:
“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk djkan menjadi
Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama @aéh apapun
tidak memberikan atau menjanjikan ataupun membeskeguatu kepada
siapapun juga”.

Demi Allah,Saya bersumpah, bahwa saya untuk metakwtau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak selali-&kan menerima
langsung atau tidak langsung dari siapapun sajaatusjanji atau
pemberian.

Saya bersumpah,bahwa saya senantiasa akan megjuimggi tugas
dan tanggung jawb yang dibebankan kepada sayausBlaézir dalam
pengurusn harta wakaf sesuai dengan maksud damituju

e. Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk suatu uertvpkafan seperti
dimaksud pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangny#itdedi 3 orang atau
sebanyak-banyaknya 10 orang yang di angkat olelaldfantor Urusan
Agama Kecamatan atas saran Majlis Ulama kecamatem @hamat
setempaf.

Selain syarat-syarat yang melekat pada masing-maskun seperti di

uraikan tersebut, ada beberapa syarat yang hapendhi, yaitu**

“hid.

*0|bid.h. 100

1 Muhammad Daud AliSistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakadkarta: Ul-Press, 1988.
h. 87
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1. Perwakafan benda itu tidak dibatasi untuk jangk&twaertentu, tetapi
untuk selama-lamanya. Wakaf yang dibatasi waktumysalnya untuk 5
tahun saja, atau 10 tahun saja hukumnya tidak sah.

2. Tujuan wakaf harus jelas, seperti telah disebutadikecuali apabila
wakaf tersebut diserahkan kepada suatu badan hykag sudah jelas
usaha-usahanya untuk kepentingan kebaikan.

3. Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikraraivakrlaku seketika
dan untuk selama-lamanya.

4. Pelaksanaan wakaf direalisasikan segera setelahn. ikal ini karena
pemilikan telah lepas dari wakif. Karena itu wakaflak boleh
digantungkan kepada suatu keadaan atau syarattterteisalnya pada
kematian seseorang, atau suatu kondisi tertentu.

5. Apabila seorang wakif menentukan syarat dalam palakan penglolaan
benda wakaf, sepanjang tidak bertentangan dengaantwakaf, maka
Nadzir perlu memperhatikannya. Tetapi apabila dyatersebut
bertentangan dengan tujuan wakaf semula, sepertsjidMayang
jamaahnya terbatas golongan tertentu saja, Nadiak t perlu
memperhatikan.

Selanjutnya masih ada satu hal yang tidak banyblcatekan dalam
kitab-kitab figih adalah pentingnya saksi dalam afak Boleh jadi,
pertimbangan para Ulama, memandang wakaf adalalahbtabarru’, karena
tidak perlu disaksikan oleh orang banyak. Demikisgga masalah pencatatan

wakaf, tidak atau belum mendapat perhatian daldab#itab figih. Ini dapat
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dimengerti, karena problema hukum waktu itu, tidséperti kenyataan
sekarang?

Sekarang ini, suatu tindakan hukum seperti wakafab#a tidak
dibuktikan dengan surat-surat atau akta otentienakembuka peluang yang
lebih besar untuk di salah gunakan oleh oknum-okyang tidak bertanggung
jawab>

Maka dari itu sudah seharusnya, tanpa bermaksudamerkan (riya)
dengan tindakan wakaf, wakif seyogianya memperaatikpaya-upaya tertib
hukum dan administrasi, untuk lebih mengoptimalkést dan pelaksanaan

wakaf itu sendir*,

4. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf

Figih islam tidak banyak membicarakan prosedur data cara
pelaksanaan wakaf secara perinci. Tetapi PP N@ak8n 1977 dan peraturan
menteri agama No. 1 Tahun 1978 mengatur petunjuig yabih lengkap.
Menurut pasal 9 ayat (1) PP No 28 Tahun 1977, fiyakg hendak
mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapmbhd@d?embuat Akta
Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf

Kepala KUA kecamatan ditunjuk sebagai Pejabat PamBikta Ikrar
Wakaf (PPAIW). Dalam hal sesuatu kecamatan tidak leahtor KUA-nya,

maka kepala kanwil Depag menunjuk kepala KUA teatledebagai Pejabat

>> Ahmad Rofig,op.cit h. 501.

> Ibid.

** Ibid.

>>Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesi#akarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1997, h. 34
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Pembuat Akta lkrar Wakaf dikecamatan tersebut, iHalditentukan dalam
pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Agama NoTahun 1978.
Sebelumnya pasal 2 ayat (1) dan (2) memberi pétub@hwa ikrar wakaf
dilakukan secara tertulis. Dalam hal wakaf tidalpatamenghadap PPAIW,
maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengersetujuan dari
KANDEPAG yang mewilayahi tanah waR&f
Kemudian pasal 9 ayat (5) PP No. 28 Tahun 1977 nieken bahwa
dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkanahtamdiharuskan
membawa serta dan menyerahkan surat-surat b&rikut
1. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan &m
2. Surat keterangan dari Kepala Desa yang di perKkeat lepala kecamatan
setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tadeh tidak
tersangkut sesuatu sengketa.
3. Surat keterangan pendaftaran tanah.
4. 1zin dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cqp&e Sub Direktorat
Agraria setempat.
Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 228amd
melaksanakan ikrar wakaf, dinyatakan sebagai b&fiku
1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan wakaf di hadapan
pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanaikaar wakaf.

2. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh Manfggama.

*Ibid, h. 35
* Ibid.
> Ahmad Rofig,op.cit, h.506
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3. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akftar lWakaf, dianggap
sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kgnga 2 orang saksi.

4. Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat ihak yang
mewakafkan di haruskan menyerahkan kepada pejabagt tgrsebut dalam
pasal 215 ayat (6) surat-surat sebagai berikut
a. Tanda buki pemilik harta benda.

b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak ketgemaka harus di
sertai surat keterangan dari kepala Desa, yangktige oleh Camat
setempat yang menerangkan pemilikan benda tidajelka dimaksud.

c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelgragkalari benda
tidak bergerak yang bersangkutan. Lihat pasal NBPTahun 1977.
Lihat pasal 9 PP No. 28 Tahun 1977.

Dalam pasal 9 PP tersebut ada tambahan, yaitu lpadé d. Izin dari
Bupati/Walikotamadya kepala daerah cq. Kepala Bidektorat Agraria-
sekarang kepala badan pertanahan setémpat

Setelah akrar ikrar wakaf dailaksanakan dan ditkamglalam akta ikrar
wakaf, langkah berikutnya dijelaskan dalam pasaf%2

Setelah Akta lkrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengdentuan dalam
pasal 223 ayat (3) dan (4) maka kepala kantor Urdggama Kecamatan atas
nama Nazir yang bersangkutan diharuskan mengjulemaghonan kepada
Camat untuk mendaftarkan perwakafkan benda yangabgkutan guna

menjaga keutuhan dan kelestariannya.

> Ipid, h. 507
* Kompilasi Hukum Isalm, op.¢ih.103.
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Dalalm pasal 10 PP No. 28/1977 ditambahkan bebeagpt sebagai

berikut??

1.

Bupati Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sukekibrat Agraria
setempat, setelah menerima permohona tersebut dalam(1l) mencatat
perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada btdoah dan

sertifikatnya

. Jika tanah milik yang di wakafkan belum mempunyeaitikat, maka

pencatatan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dilakusgielah tanah

tersebut dibuatkan sertifikatnya.

. Oleh Menteri dalam Negeri di atur tatacara penaatgerwakafan yang di

maksud pada ayat (2) dan (3).

Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah oalikm buku tanah dan
sertifikatnya seperti dimaksudkan dalam ayat (2) &, maka nadzir yang
bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabag yhtunjuk oleh
Menteri Agama.

Tambahan dalam pasal 10 PP di atas adalah selagsekuensi PP ini

dikeluarkan yang tujuannya untuk mengatur perwakatanah milik.

Sementara dalam kompilasi bersifat umum, dan ti@knbatasi harta yang

diwakafkan. Secara lebih teknis, di bawah ini allamaikan pengsertifikatan

tanah wakaf, seperti yang dirinci dalam petunjukdaksanaan (juklak)

** Ahmad Rofig,op.cit, h.507
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pengsertifikatan Tanah Wakaf yang dikeluarkan @ejpartemen Agama (cq.
Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf) di sini dibedaledragai berikf:
1. Pensertifikatan Tanah Wakaf yang Terjadi SetelaHaRe PP Nomor 28
Tahun 1977. Dalam hal ini dikatagorikan menjada tigaitu:
a. Tanah yang sudah ada sertifikatnya
Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan pendatitepaaadalah:
1) Persayaratan pembuatan Akta lkrar Wakatf:
a) Sertifikat Hak Atas Tanah.
b) Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang di ket@aumat bahwa
tanah tersebut tidak ada sengketa.
c) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) daridkd¢rtahanan
Kabupaten/Kotamadya setempat.
2) Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf
a) Calon wakif harus datang di hadapan Pejabat Pemdkiat Ikrar
Wakaf (PPAIW) dengan membawa Sertifikat Hak atamahaserta
surat-surat lainnya sebagai mana yang disebut padd a sampai
dengan huruf ¢ di atas.
b) PPAIW melakukan hal-hal sebagai berikut:
(1). Meneliti kehendak calon wakif dan tanah yang hendak

wakafkan.

®2 |bid .h. 508
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(2). Meneliti para Nadzir dengan menggunakan formulir BV.
(bagi Nadzir perorangan), dan W. 5a (bagi Nadzidd®a
Hukum).

(3). Meneliti para saksi ikrar wakaf.

(4). Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf.

c) Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas tegas kepada
Nadzir di hadapan PPAIW dan para saksi, kemudidnadgkan
dalam bentuk tulisan menurut formulir W.1.

d) Calon wakif yang tidak dapat datang dihadapan PPAtWémbuat
ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan leep&antor
Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan diback&pada
Nadzir dihadapan PPAIW dan para saksi.

e) PPAIW membuat Akta lkrar Wakaf dalam rangkap 3 menbentuk
formulir W.2. dan salinanya rangkap 4 menurut blefdumulir W.2a.

3) Pendaftaran dan pencatatan Akta Ikrar Wakaf;

a) PPAIW atas nama Nadzir berkewajiban untuk mengagjuk
permohonan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kenip
Kotamadya setempat dengan menyerahkan;

(1).Sertifikat tanah yang bersangkutan;

(2).Akta lkrar Wakaf;

(3).Surat pengesahan dari KUA Kecamatan setempat maniyadzir
yang bersangkutan.

b) Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten/Kotamadya setemp
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(1). Mencantumkan kata-kata “Wakaf’ dengan huruf besdéethkang
nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada Bukoafl dan
Sertifikatnya,;

(2). Mencantumkan kata-kata;

Diwakafkan untuk ..................... berdasarkakta lkrar Wakaf
PPAIW Kecamatan ................ tanggal ..... Nopada halaman 3
kolom sebab perubahan dalam buku tanah dan sattifi&.

(3). Mencantumkan kata Nadzir, nama Nadzir disertai #alannya
pada Buku Tanah dan Sertifikatnya.

b. Tanah Hak Milik yang belum besertifikat (Bekas Tawitik Adat)
1) Persyaratan pembuatan Akta lkrar Wakatf.
a) Surat-surat pemilikan tanah (termasuk surat perhiawdehak, surat
keterangan warisan, girik dan lain-lain).
b) Surat Kepala Desa/ Lurah yang diketahui Camat yaembenarkan
surat-surat tanah tersebut dan tidak dalam sengket.
c) Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan KabupKmiamadya
yang menyatakan Hak Atas Tanah itu belum mempwseréfikat.
2) Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf.
Prosesnya sama dengan tanah yang sudah ada asmifik Disertai
keterangan bukti-bukti pada angka 1 huruf a.

3) Pendaftaran dan pencatatan Akta Ikrar Wakaf.
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a) PPAIW atas nama Nadzir berkewajiban unuk mengajukan
memohonan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabodpa
Kotamadya setempat dengan menyerabh:

(). Surat-surat pemilikan tanah (termasuk surat perhemldak,
surat keterangan watris,girik dan lain-lain).

(2). Akta lkrar Wakaf.

(3). Surat pengesahan Nadzir.

b) Apabila memenuhi persyaratan untuk dikonversi, makapat
dikonversi langsung atas nama wakif.

c) Apabila persyaratan untuk dikonversi tidak dipendapat diperoses
melalui prosedur pengakuan hak atas nama wakif.

d) Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf dibalik nama keatasan&ladzir

e) Bagi konversi yang dilaksanakan melalui prosedungp&uan hak
penerbitan sertifikatnya setelah diperoleh SK Pkoga Hak atas
nama wakif. Selanjutnya dilaksanakan pencatatangtatan seperti
halnya yang disebut huruf a angka 3b.

c. Tanah yang belum ada haknya.

Tanah yang sudah bersetatus tanah wakaf (tanah gadgh
berfungsi sebagai tanah wakaf), masyarakat dan npgate desa setempat
telah mengakui sebagai tanah wakaf, sedangkarusdttahnya bukan
milik adat (negara):

1) Wakif atau ahli warisnya masih ada dan mempunyaatsibukti

penguasaan/penggarapan:
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a) Surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahmaf disamping
menjelaskan tentang perwakafan tanah tersebuttidak dalam
sengketa, juga menjelaskan  kebenaran surat  bukti
penguasaan/penggarapan tersebut.

b) Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) datokadrertahanan
Kabupaten/Kotamadya setempat yang menerangkans sta@anah
negara tersebut, apabila sudah pernah terdaftar ra@nerangkan
belum bersertifikat apa bila tanah negara itu bgb@nmah terdaftar.

c) Calon wakif atau ahli waris datang menghadap PPAlMtuk
melaksanakan ikrar wakaf, selanjutnya untuk ditkaktiAIW.

d) PPAIW mengajukan permohonan atas nama Nadzir kegedawil
BPN Propinsi melalui KAKANDEP pertanahan kabupatetdmadya
setempat, dengan menyerahkan surat-surat bukti
penguasaan/penggarapan atas nama wakif serta ssuaht-
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai denghrmai@s dan
surat pengesahan Nadzir.

e) Kantor Pertanahan kabupaten/Kotamadya setempat enesgs dan
meneruskan permohonan tersebut kekepala kanwil B@pinsi.

f) Setelah diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Banah atas
nama Nadzir, Kakandep Pertanahan Kabupaten/Kotamtatgebut

menerbitkan sertifikat tanah wakaf.

2) Wakif atau ahli warisnya masih ada, tidak mempungaiat bukti

penguasaan/penggarapan:
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a) Surat keterangan Kades/Lurah diketahui Camat disgmp
menjelaskan tentang perwakafan tanah tersebut ik tlalam
sengketa, juga menjelaskan kebenaran penguasaggapapan oleh
calon wakif.

b) Proses selanjutnya sebagaimana tersebut dalam lhuraigka 2
sampai denagn angka 7.

3) Wakif atau ahli warisnya tidak ada:

a) Surat keterangan tentang tanah (kalau ada).

b) Surat keterangan Kades/Lurah diketahui Camat yang

c) enerangkan tentang perwakafan tanah tersebut &dek dalam
sengketa

d) Surat perwakafan tentang perwakafan tanah darigeveang yang
bersebelahan dengan tanah tersebut.

e) Nadzir atau kades/Lurah mendaftarkannya kepada Kldgamatan
setempat.

f) Kepala KUA meneliti dan mengesahkan Nadzir.

g) Membuat akta pengganti AIW.

h) PPAIW atas nama Nadzir mrngajukan permohonan leaktahah.

i) Selanjutnya pemprosesan permohonan hak, SK. Pamnbidek atas

tanah dan penerbitan sertifikat atas nama Nazir.

% bid. h.512.
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5. Pendaftaran Tanah Wakaf
Menurt pedapat Imam Syafii, Maliki dan Ahmad, wakiednggap telah
terlaksana dengan adanya lafaz atau sigat, walatidak ditetapkan oleh
hakim. Milik semula dari si wakif telah hilang atawerpindah dengan
terjadinya lafaz, walaupun barang masih berada adigan wakif. Dari
keterangan di atas terlihat bahwa dalam hukum isidak diperlukan banyak
persyaratan menyangkut prosedur atau tatacarekganian wakaf. Hanya Abu
Hanifah yang berpendapat bahwa benda wakaf beldepés dari milik wakif,
sampai hakim memberikan putusan yaitu mengumum bamng wakaf
tersebuf?
Adapun pendaftaran tanah wakaf Menurut pasal 10(ays/d(5) pp No.
28 Tahun 1977 perundangan perwakafan sebagai Bériku
1. Setelah Akta lkrar Wakaf di laksanakan sesuai derkgéentuan ayat (4)
dan (5) pasal 9, maka pejabat pembuat Akta lkrakal Atas nama
nadizir yang bersangkutan, diharuskan mengajukamgieonan kepada.
Bupati/Walikotamadya kepala Daerah cq. Kepala Sukkibrat Agraria
setempat untuk mendaftar perwakafan tanah milikgyabersangkutan
menurut ketentuan peraturan pemerintah Nomor 10maB61.
2. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sukekibrat Agraria

setempat, setelah menerima permohonan tersebum @alat (1) mencatat

* Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesidakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1997, h. 35-36.

®Departemen Agam#&eraturan perundangan wakabirektorat Jenderal, Bimbigan
Masyarakat islam.2006, h 134.
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perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada btéoah dan
sertifikatnya.

3. Jika tanah milik yang di wakafkan belum mempunyaitiBkat maka
pencatatan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dilakskgelah untuk tanah
tersebut dibuatkan sertifikatnya.

4. Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tatacara peneatgterwakafan yang
dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3)

5. Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah rddiem buku tanah
dan sertifikatnya seperti dimaksud dalam ayat @) (B), maka Nadzir
yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada fdejavay di tunjuk

oleh menteri Agama.

B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah Wakaf
1. Sengketa Tanah Wakaf
Dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik. Bedpgnyak konflik
dalam kehidupan sehari-hari. Baik konflik kecilgam bahkan konflik yang
besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua kalanga&up ini tidak lepas dari
permasalahan. Tergantung bagaimana kita menyikapiriyengan cara
lapangkah, atau bahkan cara yang kasar dan menugiaag lain. Tentu kita
harus profesional menyikapi semua ini demi kelangan hidup yang
harmonis tentram dan nyaman, dan tentu tidak unmakugikan orang lain.
Kenapa kita harus mempelajari tentang sengketaen@auntuk mengetahui

lebih dalam bagaimana suatu sengketa itu dan bagaipenyelesaianny3.

* Ali Achmad, Definis Sengket&amis 31 Maret 2011
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Pengertian sengketa dalam kamus bahasa Indoneaidi lpertentangan
atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi ataertgntangan antara orang-
orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisahadap satu objek
permasalahan. Senada dengan itu Winardi mengemukRkatentangan atau
konflik yang terjadi antara individu-individu atd«elompok-kelompok yang
mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama suatu objek
kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antata dengan yang lain.

Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat: Sengkadalah
pertentangan antara dua pihak atau lebih yang lakrdari persepsi yang
berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milig ypat menimbulkan
akibat hukum bagi keduanya.

Dari kedua pendapat diatas maka dapat dikatakanebabngketa adalah
masalah antara dua orang atau lebih dimana keduasghng
mempermasalahkan suatu objek tertentu, hal iniaderjdikarenakan
kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau pargeps keduanya yang
kemudian menimbulkan akibat hukum bagi keduanyasJeta ketahui bahwa
suatu sengketa tentu subjeknya tidak hanya satayumadebih dari satu, entah
itu antar individu, kelompok, organisasi bahkan bewgm besar sekalipun.
Objek dari suatu sengketa sendiri cukup beragarmsalllya saja rumah, hak
milik rumah atau tanah, tanah, uang, warisan, babksa objek ini adalah hak
asuh anak,dan wakaf Kenapa bisa terjadi demikia@®uT karena adanya
kesalahpahaman, atau bahkan karena adanya unsumamiliki meski pihak

tersebut mengetahui kalau itu bukan miliknya. Huellah yang paling sering
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kita temui dimana menjadi penyebab suatu konfliem8ga kita sadar dan
peka untuk melihat kebenaran dan kita bisa meldnddeajalan kebenaran,
karena hidup ini akan indah dengan jalan kebenaran.

Sedangkan sengketa yang ada dalam sekripi ini fadalangenai
sengketa wakaf yang terjadi antara pihak wakif atasa Sugianto yang ingin

mewakafkan tanahnya seluas 84 m untuk mendirikasjicna

2. Penyedesaian Sengketa Tanah Wakaf
Dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 pada esensidgk jauh

berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahdn, b@nya saja pada
undang-undang tersebut memberikan alternative pesgian sengketa melalui
musyawarah, mediasi, arbitrase, dan jalan teraki@lalui pengadilan, dan
pada dasarnya jalan utama dalam menyelesaikan etengkakaf adalah
dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakaersepang terdapat
dalam pasal 62 Undang-undang No 41 Tahun 2004 geiiagai berikuf*

a. Penyelesian sengketa perwakafan dapat di tempuhalumel
musyawarah untuk mencapai mufakat.

b. Apabila cara penyelesianya sengketa sebagaimananaksud
pada ayat (1) tidak berhasil maka dapat di selemaiknelalui mediasi,
arbitrase atau pengadilan.”

Pengadilan yang berwenang menyelesaikan seng&etalkafan adalah

Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Sebagaimalzem dUndang-

®” Departeme Agamaeraturan perundangan perwakafam 27-28
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undang No 3 Tahun 2006 yaitu tentang Peradilan Ag&edangkan pasal 49
yang menyebutkan:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang yaitu m&szermemutus

dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antarang-orang yang

beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasidibah, , Zakat,

Infaq. Shadagah, Ekonomi Syari'ah; dan Wakaf

Apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdatian yang terkait

dengan obyek wakaf sengketa yang diatur dalam ptsdersebut, apabila
subyek sengketanya antara orang-orang yang beragkimamaka Pengadilan
Agama mempunyai wewenang untuk sekaligus memutogksta tersebut
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 50 aysia@)a berikut: Apabila
terjadi sengketa hak milik sebagai dimaksut padat g%) yang subyek
hukumnya antara orang-orang yang beragama Islapekakengketa tersebut
diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama peskbeggaimana dimaksud
dalam pasal 49. Peraturan Menteri Agama No.1 Tah@@8 Pasal 17
menyatakan: Pengadilan Agama yang mewilayahi tavekaf berkewajiban
menerima dan menyelesikan, perkara tentang peramké&édnah menurut
syari'at Islam yang antara lain mengeffai:

a. Wakaf, wakif, nadzir, ikrar dan saksi

b. Bayyinah ( alat bukti administrasi tanah wakaf ).

c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf.

® Ahmad Rofig,Hukum Islam di Indonesjdakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 524-
525
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d. Pengadilan Agama dalam melaksanakan ketentuan (aygbasal ini
berpedoman pada tata cara penyelesaian perkargeadilan Agama.
Pengajuan tuntutan kepengadilan bagi pihak yangasaerhaknya

dilanggar merupakan suatu keharusan untuk menjaadenya kepastian
hukum, pengadilan sebagai tempat terakhir bagigrekeadilan dan dianggap
memberikan suatu kepastian hukum karena putusagagéamn mempunyai
kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

C. Tinjauan Umum Tentang PPAIW

1. Pengertian PPAIW

Menteri Agama mengeluarkan surat keputusan Nomofmat8un 1978
Pada tanggal 9 Agustus 1978 tentang pendelegagaenvang kepada Kepala
Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atau gkéih di seluruh
Indonesia untuk mengangkat atau memberhentikarapsefiepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan di tunjuk sebagai Pejabatb&&t Akta Ikrar
Wakaf®. Yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikiakaf,
selanjutnya disingkat dengan PPAIW, ialah Pejabahgy diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri Agama, sesuai dengaenketian pasal 9 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 197Dan PPAIW adalah seorang
yang bertugas di lembaga kepemerintaha yang meniapgases-peroses di

dalam perwakafan.

*%Ibid, h. 488
0 Ahmad Rofig,op. cit,h 546
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2. Tugasdan Kewenangan PPAIW

Pejabat Pembuat Akta Ikra Wakaf bertugas meneaditiekdak si wakaif
yang akan mewakafkan, meneliti dan mengesahkarirratdz anggota nadzir
yang baru sebagai nadzir, meneliti saksi ikrar Wiiak@nyaksikan pelaksanaan
ikrar wakaf, membuat Akte Ikrar Wakaf, menyampailésikta lkrar Wakaf,
menyelenggarakan Daftar Akta Ikrar Wakaf, menyakgraidan memelihara
Akta dan Daftarnya, mengurus pendaftaran perwakafan

Untuk melaksanakan perwakafan tanah itu wakif hardiglu
mengucapakan ikrar wakaf yaitu di depan PejabatbBatmAkta Ikrar Wakaf
( PPAIW). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 hah®78 maka kepala
Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIWdangkan untuk
administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kadtoisan Agama (KUA)
Kecamatan, dalam hal suatu kecamatan tidak adaoK&htisan Agamanya,
maka Kanwil Depag menunjuk Kepala KUA terdekat gelbaPPAIW di
Kecamatan tersebut. Dalam hal ini PPAIW berkewajihatuk meneliti
kehendak wakif, meneliti dan mengesahkan nadzinetitesaksi ikrar wakaf,
menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf, membuat akigar i wakaf,
menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinannya sedésainbatnya dalam
waktu 1 bulan sejak dibuatnya, menyelenggarakatadaikta ikrar wakaf,

menyimpan dan memelihara akte dan daftardhya.

"I Departeme Agamap. cit h. 153-154
2 Mohammad Daud AliSistem Ekonomi |slam, ZakatDan Wakaf (Jakarta : U Press,
1988), h. 112
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3. Tata cara Perwakafan dan Prosedur Pendaftaran Tanah Wakaf
yang Dilakukan PPAIW
Peraturan  Pemerintah No. 28 Tahun/1977 dan pematura
pelaksanaannyatelah menentukan bagaimana tatpeavakafan tanah milik
itu harusdilaksanakan antara lain:

1. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya harus datiihgdapan
PejabatPembuat Akta lkrar Wakaf untuk melaksan#«an wakaf.

2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti yang dsudkdalam ayat
(1)diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

3. Isi dan bentuk Akta lkrar Wakaf ditetapkan oleh MgnhAgama yang telah
ditentukan di dalam peraturan Direktorat JendeliatbBhgan Masyarakat
Islam tanggal 18 April 1978 No. Kep/D/75/78.

4. Pelaksanaan Ikrar demikian pula pembuatan Aktar IWakaf dianggap
sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurangzkgnya dua orang saksi.

5. Dalam melaksanakan lkrar seperti yang dimaksudndadgat (1) dan
sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 9 &jatPP No. 28
Tahun/1977 pihak yang mewakafkan tanah diharuskembrawa serta dan
menyerahkan kepada pejabat tersebut dalam ayatuaj-surat sebagai
berikut :

1) Sertifikat hak milik atau benda bukti pemilikan afainnya.
2) Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperlukbeh depala
kecamatan setempat yang menerangkan kebenarankaamanah dan

tidak tersangkut sesuatu sengketa.
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3) Surat keterangan pendaftaran tanah.
4) 1zin dari Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah cgepKla Sub.

Direktorat Agraria setempat.

Pada pasal 9 dari PP No. 28 Tahun/1977 mengharuskiamya
perwakafan secara tertulis, tidak cukup hanya dentd@ar lisan saja.
Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti yang dentang dapat
dipergunakan untuk berbagai persoalan seperti urdbln-bahan pendaftaran
pada kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten/Kadya dan untuk
keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin tinthkémudian hari
tentang tanah yang diwakafkan. Untuk keperluanséseorang yang hendak
mewakafkan tanah harus membawa serta tanda-tan#& pamilikan
(sertifikat/ kekiter tanah) dan surat-surat laimganenjelaskan tidak adanya
halangan untuk melakukan perwakafan atas tanak teisebut.

Dalam pasal 9 ayat (4) PP No. 28 Tahun/1977 dikaebutbahwa
pelaksanaan ikrar dan pembuatan akta ikrar wakafgdiap sah jika dihadiri
dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua)osaksi. Saksi ikrar wakaf
harus telah dewasa dan sehat akalnya serta yahcghokeim tidak terhalang
untuk melakukan perbuatan hukum.

Sesaat setelah pelaksanaan ikrar wakaf, PPAIW maimdkia ikrar
wakaf dan salinannya. Akta ikrar wakaf dibuat reaml8 (tiga). Salinan Akta
Ikrar Wakaf dibuat rangkap 4 (empat).

1. Salinan lembar pertama disampaikan kepada Wakif.

2. Salinan lembar kedua disampaikan kepada Nadzir
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3. Salinan lembar ketiga dikirim kepada Kandepag.
4. Salinan lembar keempat dikirim kapada Kepala Desa.

Menurut ketentuan tersebut semua tanah yang dikakaharus di
daftarkan pada kantor Sub. Direktorat Agraria Kaitep/ Kotamadya
setempat, setelah akta ikrar wakaf dilaksanakamaseengan ketentuan pasal
9 ayat (4) dan (5), maka Pejabat Pembuat Akta Mfakaf atas permohonan
kepada Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah cq. keub. Direktorat
Agraria setempat untuk mendaftar perwakafan taaahkt milik yang
bersangkutan.

PPAIW berkewajiban untuk mengajukan permohonan gfsachn
kepada kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupatenfalk@mdya setempat atas
tanah-tanah yang telah dibuatkan akta ikrar wakaf.

Permohonan pendaftaran perwakafan tanah milik hetsdéi atas harus
disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka wakiul&h sejak dibuatnya
akta ikrar wakaf.

Dalam pasal 10 ayat (2) PP No. 28 Tahun/1977 dikebubahwa
Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sdipektorat Agraria
setempat, setelah menerima permohonan tersebunn dajat (1) mencatat
perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada barkah dan sertifikatnya.

Sedangkan menurut pasal 10 ayat (3) PP No. 28 TE N ditentukan
bahwa jika tanah milik yang diwakafkan belum memirsertifikat, maka
pencatatan yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukatelah untuk tanah

tersebut dibuatkan sertifikatnya.
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Selain tata cara perwakafan tanah milik yang halile&ksanakan ada
pulatata cara pendaftaran tanah milik yang hadagshnakan antara lain:

1. Setelah Akta lkrar Wakaf dilaksanakan sesuai derigdentuan pasal 9
ayat (4) dan (5), maka pejabat Pembuat Akta Ikrak&¥atas nama nadzir
yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohkeyeda Bupati /
Walikota madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub-DirgktoAgraria
setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah rydilg bersangkutan
menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10rTa861.

2. Bupati atau walikotamadya Kepala Daerah cq. Ke@d Direktorat
setempat, setelah menerima permohonan tersebum @dalat (1) mencatat
perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada btéoah dan
sertifikatnya.

3. Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyaitifdeat maka
pencatatan yang dimaksud dalam ayat (2) dilakuktelah tanah tersebut
dibuatkan sertifikatnya.

4. Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tata cara peneatgterwakafan yang
dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3).

5. Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah rddiem buku tanah
dan sertifikatnya seperti yang dimaksud dalam dgatdan (3), maka
nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepaejabat yang
ditunjuk oleh Menteri Agama.

Fungsi pendaftaran tanah Wakaf pada pokoknya adalamperoleh

jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yangkdilkan. Selain PP
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No.28 Tahun/1977 ada pula Peraturan Pemerintah yasggatur tentang
pendaftaran tanah milik yakni PP No. 10 Tahun/19&kan tetapi
penyelenggaraan pendaftaran tanah berdasarkan PP 1Motahun/1961
dipandang tidak lagi sepenuhnya mendukung tercgpairasil yang lebih
nyata pada pembangunannasional sehingga perlwkidakpenyempurnaan.

Dengan menimbang hal-hal tersebut, pemerintah meaaman perlu
membuat suatu aturan yang lebih lengkap mengemaagfaran tanah yang
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk adanyinga kepastian
hukum dan akhirnya pada tanggal 8 Juli 1997, perari telah
mengundangkan PP No. 24 Tahun/1997 tentang Perataflanah. Sebagai
hukum positif dan ketentuan pelaksanaan PP No. @&4ui/1997 tersebut
diatur dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ake@Badan Pertanahan
Nasional No. 03 Tahun/1997.

PP No. 24 Tahun/1997 tentang Pendaftaran Tanah ditetgpkan oleh
pemerintah pada tanggal 8 Juli 1997 merupakan yraratpelaksaan dari
amanat yang ditetapkan dalam pasal 19 UUPA dan gastigan PP No. 10
Tahun/1961 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesamsal 64 ayat (1) PP No.
24 Tahun/1997 menyatakan bahwa dengan berlakunyaiPfaka semua
peraturan perundangundangan sebagai pelaksana.P® Nlahun/1961 masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atdoaldiatau diganti dengan

Peraturan Pemerintah iffi.

3 lrawan Soerodjokepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonek#tarta: Arkola, 2003,

101-102
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Pada pasal 1 butir (1) PP No. 24 Tahun/1997 dikahutbahwa
pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan ydaku#an oleh pemerintah
secara terus menerus, berkesinambungan dan tdbalam pasal 2 PP No.24
Tahun/1997 disebutkan bahwa pendaftaran tanahsdit@kan berdasarkan
asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir darkgerb

Secara garis besar rincian tujuan pendaftaran tasggberti yang
dinyatakan dalam pasal 3 PP No. 24 Tahun/1997:yaitu
1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungakuim kepada

pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengaiahmdapat
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang hgkséan.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak ybegkepentingan,
termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat meeipetata yang
diperlukan jika mengadakan perbuatan hukum mengeidaing-bidang
tanah yang sudah terdaftar.

Pengajuan tututan kepengadilan bagi pihak yangsadraknya dilnggar
merupakan suatu keharusan untuk menjamin adanyasti@p hukum,
pengadilan sebagai tempat terakhir bagi pencardikern dan dianggap
memberikan suatu kepastian hukum karena putusagagéamn mempunyai

kekuatan hukum tetap dan mengikat para gihak

" Ibid., 106-107.



